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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap oprang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal di tengah masyarakat, perlu 

diselenggarakan upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif 

(pencegahan kesehatan), kuratif (penyembuhan kesehatan) dan rehabilitasi 

(pemulihan kesehatan) (Presiden RI, 2023). 

Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan 

kefarmasia tempat dilakukan praktek tenaga profesi apoteker dalam 

melakukan pekerjaan kerfarmasian (Permenkes, 2016). Apotek merupakan 

tempat pelayanaan kesehatan untuk penyaluran obat bagi masyarakat dan 

membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Apotek harus mampu 

menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan 

khususnya kefarmasian dengan baik. 

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang bertanggung 

jawab langsung kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek 

didirikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menyediakan obat 

maupun alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin. 

Standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan dasar dalam pelayanan 

apotek dan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi 
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tenaga kefarmasian, dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 

(Ayuning Siwi, 2021). 

Mengingat pentingnya peranan Tenaga Vokasi Farmasian (TVF) 

dalam menyelenggarakan apotek, kesiapan institusi pendidikan dalam 

menyediakan calon Tenaga Vokasi Farmasian yang berkualitas menjadi 

faktor penentu. Oleh karena itu, Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto 

Yogyakarta Program Studi D3 Farmasi bekerja sama dengan Apotek Suci 

Yogyakarta menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang 

berlangsung dari tanggal 17 Februari – 8 Maret 2025. Kegiatan PKL ini 

memberikan pengalaman kepada calon Ahli Madya Farmasi untuk 

mengetahui pengelolaan suatu apotek dan pelaksanaan pengabdian Ahli 

Madya Farmasi khususnya di apotek. 

B. Tujuan Kegiatan 

Mahasiswa diharapkan mampu: 

 

a. Mengetahui dan melaksanakan konsep dasar pelayanan kefarmasian. 

 

b. Memberikan gambaran yang luas mengenai seluruh proses dan 

pekerjaan kefarmasian di apotek. 

c. Mengetahui aspek legalitas pelayanan apotek mengenai kode etik ahli 

madya farmasi dan perundang-undangan yang berlaku di apotek. 

d. Mengetahui tata cara pendirian apotek dan studi kelayakan pendirian 

apotek. 

e. Mengetahui manajemen pengelolaan apotek. 
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C. Manfaat Kegiatan 

 

a. Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan bekal ilmu dan 

pengetahuan di dunia kerja yaitu pelayanan kesehatan khususnya 

pelayanan kefarmasian di apotek. 

b. Melatih calon ahli madya farmasi agar mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kerja. 

c. Dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pemahaman, serta kinerja praktek mahasiswa dalam pelayanan 

kefarmasian di apotek. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Apotek 

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang mempunyai 

fungsi untuk menyediakan sediaan kesehatan khususnya sediaan farmasi 

agar masyarakat dapat dengah mudah mendapatkan keperluan obat-obatan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Dianita and Latifah, 

2017). Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus menjamin 

ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Permenkes, 2016). 

Jenis pelayanan kefarmasian di apotek dibedakan menjadi pelayanan 

resep dan pelayanan non resep. Pelayanan resep merupakan suatu proses 

pelayanan terhadap permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, 

dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan 

obat kepada pasien. Sedangkan pelayanan non resep merupakan pelayanan 

kepada pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan mandiri yang 

dikenal dengan istilah swamedikasi (Dianita and Latifah, 2017). 

B. Tugas dan Fungsi Apotek 

1. Tugas Apotek 

Tujuan apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, tujuan apotek adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. 

 

b. Memberikan  perlindungan  pasien  dan  masyarakat  dalam 
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memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. 

c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam 

memberikan pelayanan kefarmasian di apotek 

2. Fungsi Apotek 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Apotek, Apotek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai. 

b. Pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas. 

Fungsi apotek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 dengan sangat jelas 

menyebutkan kewajiban apotek kepada setiap orang untuk menciptakan 

rasa nyaman dalam menyediakan obat. Melalui peraturan ini, kami 

berharap dapat memaksimalkan peran apotek dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat. 

C. Tata Cara Pendirian Apotek 

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan dana sendiri atau dana 

pemilik modal (perorangan dan perusahaan). Dalam hal seorang apoteker 

membuka apotek bekerja sama dengan pemilik modal, maka pekerjaan 

kefarmasian tetap harus dilakukan secara eksklusif oleh apoteker yang 

bersangkutan (Permenkes, 2017). 

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi: lokasi, 

bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan; dan ketenagaan. Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya 

dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
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kefarmasian (Permenkes, 2017). 

Bangunan Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, 

dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta 

perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang 

cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bangunan Apotek harus bersifat 

permanen sebagaimana dimaksud dapat merupakan bagian dan/atau terpisah 

dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, 

dan bangunan yang sejenis (Permenkes, 2017). 

Bangunan Apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi: 

1. Penerimaan resep; 

 

2. Pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas); 

 

3. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 

 

4. Konseling; 

 

5. Penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan 

 

6. Arsip. 

Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas: 

1. Instalasi air bersih; 

2. Instalasi listrik; 

3. Sistem tata udara; dan 

 

4. Sistem proteksi kebakaran. 

 

Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri yang 

dilimpahkan kewenangan pemberian izinnya kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Izin yang dimaksud yaitu berupa SIA. SIA berlaku 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan 

(Permenkes, 2017). 
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Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan 

tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Permohonan harus 

ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen 

administratif meliputi: 

1. Fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker; 

4. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan 

5. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan 

 

Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima 

permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan dokumen 

administratif, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menugaskan tim 

pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan 

Apotek (Permeneks, 2017). Tim pemeriksa harus melibatkan unsur Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 

1. Tenaga kefarmasian; dan 

2. Tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana. 

 

Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tim pemeriksa 

ditugaskan, tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat 

yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Permenkes, 2017). 

Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima laporan dan dinyatakan 

memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan 

SIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan 



9  

Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

dan Organisasi Profesi (Permenkes, 2017). 

Dalam hal hasil pemeriksaan jika dinyatakan masih belum 

memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus 

mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) 

hari kerja (Permenkes, 2017). 

Tehadap permohonan yang dinyatakan belum memenuhi 

persyaratan, pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam 

waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima. Apabila pemohon 

tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Penolakan (Permenkes, 2017). 

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan 

SIA melebihi jangka waktu, Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan 

Apotek dengan menggunakan BAP sebagai pengganti SIA (Menteri 

Kesehatan, 2017). 

Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan SIA, maka 

penerbitannya bersama dengan penerbitan SIPA untuk Apoteker 

pemegang SIA. Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA (Menteri 

Kesehatan, 2017). 

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pelayanan farmasi di apotek dapat diselenggarakan oleh apoteker 

sendiri atau dengan bantuan apoteker pendamping atau tenaga vokasi 

farmasi yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dan 

memenuhi persyaratan berikut: 

1. Persyaratan administrasi 
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a. Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi 

 

b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 

 

c. Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku 

d. Memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 

 

2. Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal. 

 

3. Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan / Continuing Professional 

Development (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang 

berkesinambungan. 

4. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan 

diri,  baik  melalui  pelatihan,  seminar,  workshop,  pendidikan 

berkelanjutan atau mandiri. 

 

5. Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan 

perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar 

pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang 

berlaku. 

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus 

menjalankan peran yaitu: 

1. Pemberi layanan 

Sebagai pemberi pelayanan, apoteker harus berinteraksi dengan pasien 

dan secara konsisten mengintegrasikan layanan mereka ke dalam sistem 

kesehatan. 

2. Pengambilan keputusan 

 

Apoteker harus dapat membuat keputusan dengan menggunakan 

seluruh sumber daya yang ada secara efisien. 

 



11  

3. Komunikator 
 

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga 

kesehatan lainnya yang berhubungan dengan terapi pasien. Oleh karena 

itu apoteker harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 

4. Pemimpin 

 

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. 

Kemampuan ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dan 

mengelola hasil keputusan serta keberanian untuk membuat keputusan 

yang empati dan efektif. 

5. Pengelola 

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, 

anggaran, dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti 

perkembangan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi 

tentang obat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan obat. 

6. Pembelajar seumur hidup 

 

Apoteker harus terus mendapatkan pendidikan berkelanjutan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional 

mereka. 

E. Pengelolaan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 

 

1. Perencanaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 

Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai salah satunya adalah tahap 

perencanaan. Salah satu proses penting dalam perencanaan farmasi 
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adalah perencanaan kebutuhan obat, yang melibatkan menentukan jenis 

dan jumlah obat yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan anggaran 

sebelum proses pengadaan dimulai. Tujuan utama perencanaan ini 

adalah untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat, mencegah 

kekurangan  atau  kelebihan  persediaan,  dan  mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Selain 

itu, perencanaan ini juga memberikan dukungan data untuk menghitung 

biaya pengadaan, penyimpanan, dan distribusi sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai). 

Perencanaan terdiri dari beberapa langkah, seperti persiapan; 

pengumpulan data, penetapan jenis dan jumlah obat dengan perhitungan 

kebutuhan, evaluasi perencanaan, revisi rencana kebutuhan obat. Jika 

apotek bekerja sama dengan BPJS, proses ini juga mencakup pengiriman 

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) melalui Aplikasi E-monev yang telah 

disetujui oleh pimpinan apotek. 

Tiga metode yang paling umum digunakan untuk menghitung 

kebutuhan obat adalah Metode Konsumsi, Metode Morbiditas, dan 

Metode Konsumsi Proxy. Selain itu, evaluasi perencanaan dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis seperti Analisis ABC, Analisis 

VEN, dan Analisis Kombinasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan 

ketersediaan obat yang optimal. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap 

selanjutnya adalah pengadaan barang. 

2. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di 

Apotek dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari 
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pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau 

Pedagang Besar Farmasi. 

Untuk memastikan proses pengadaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan BMHP berjalan lancar dan berhasil, terdapat beberapa 

elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama dan terpenting, 

pemasok sediaan farmasi harus berasal dari Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) yang memiliki izin yang sah. Di sisi lain, alat kesehatan dan 

BMHP harus berasal dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang 

memiliki izin resmi, dan kualitas produk yang dibeli sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu, dokumen 

terkait sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP mudah ditelusuri, dan 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP lengkap sesuai dengan 

perencanaan. 

3. Penyimpanan 

Penyimpanan adalah proses menyimpan dan menjaga sediaan 

farmasi yang diterima di tempat yang dinilai aman dari pencurian dan 

gangguan fisik yang dapat merusak kualitasnya. Tujuan penyimpanan 

adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi ,menghindari 

penggunaan yang tidak bertanggungjawab, menjaga ketersediaan, serta 

memudahkan pencarian dan pengawasan (Permenkes, 2016). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 

penyimpanan obat, di apotek dilakukan dengan ketentuan diantaranya: 

a. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. 

Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada 
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wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus 

ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang- 

kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal 

kedaluwarsa. 

b. Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai 

sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. 

c. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan 

barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi 

d. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk 

sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. 

e. Pengeluaran obat memakai sistem FEFO (First Expired First Out) 

dan FIFO (First In First Out). 

4. Distribusi 

Proses menyalurkan atau menyerahkan obat-obatan dan alat 

kesehatan dari gudang ke unit pelayanan pasien dikenal sebagai 

distribusi. Sistem distribusi yang baik menjamin penyaluran atau 

penyerahan yang konsisten, kualitas yang terjaga, kerusakan dan 

kedaluwarsa yang minimal, pencatatan yang akurat, dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 

5. Administrasi 

Setiap langkah dalam mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai perlu dilakukan proses pencatatan. 

Termasuk membeli barang dengan surat pesanan atau faktur, 
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menyimpan barang dengan kartu stok, menyerahkan barang dengan nota 

atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya sesuai kebutuhan. 

Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan 

internal digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen apotek, 

seperti laporan keuangan, barang, dan lainnya. Pelaporan eksternal 

dibuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti laporan 

narkotika, psikotropika, dan laporan lainnya. 

a. Pencatatan 

 

Tujuan pencatatan adalah untuk memantau transaksi perbekalan 

farmasi yang keluar dan masuk di apotek. Jika terjadi kualitas obat 

yang substansial dan harus ditarik dari peredaran, pencatatan akan 

membantu petugas melakukan penelusuran. Pencatatan dapat 

dilakukan secara manual atau digital. Untuk pencatatan, kartu stok 

adalah kartu yang paling umum digunakan. 

Fungsi kartu stok: 

 

1) Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi perbekalan farmasi 

(penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak atau kedaluwarsa). 

2) Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data 

mutasi 1 (satu) jenis perbekalan farmasi. 

3) Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, 

perencanaan, pengadaan, distribusi dan sebagai pembanding 

terhadap keadaan fisik perbekalan farmasi dalam tempat 

penyimpanannya. 
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Hal-hal yang harus diperhatikan: 

 

1) Kartu stok diletakkan bersamaan/ berdekatan dengan perbekalan 

farmasi bersangkutan 

2) Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari 

3) Setiap terjadi mutasi perbekalan farmasi (penerimaan, 

pengeluaran, hilang, rusak/ kedaluwarsa) langsung dicatat di 

dalam kartu stok 

4) Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir 

bulan. 

Informasi yang didapat: 

 

1) Jumlah perbekalan farmasi yang tersedia (sisa stok); 

 

2) Jumlah perbekalan farmasi yang diterima; 

 

3) Jumlah perbekalan farmasi yang keluar; 

4) Jumlah perbekalan farmasi yang hilang/rusak/kedaluwarsa; dan 

5) Jangka waktu kekosongan perbekalan farmasi. 

Manfaat informasi yang didapat: 

 

1) Untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan perbekalan 

farmasi; 

2) Penyusunan laporan; 

3) Perencanaan pengadaan dan distribusi; 

 

4) Pengendalian persediaan; 

 

5) Untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan 

pendistribusian; dan 
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6) Sebagai alat bantu kontrol bagi apoteker. 

Petunjuk pengisian: 

 

1) Kartu stok memuat nama perbekalan farmasi, satuan, asal 

(sumber) dan diletakkan bersama perbekalan farmasi pada 

lokasi penyimpanan. 

2) Bagian judul pada kartu stok diisi dengan: 

a) Nama perbekalan farmasi. 

 

b) Kemasan. 

 

c) Isi kemasan. 

 

Kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut: 

 

1) Tanggal penerimaan atau pengeluaran 

 

2) Nomor dokumen penerimaan atau pengeluaran 

 

3) Sumber asal perbekalan farmasi atau kepada siapa perbekalan 

farmasi dikirim 

4) No. Batch/No. Lot. 

5) Tanggal kedaluwarsa 

 

6) Jumlah penerimaan 

 

7) Jumlah pengeluaran 

 

8) Sisa stok 

 

9) Paraf petugas yang mengerjakan 

b. Pelaporan 

 

Dalam pengelolaan perbekalan farmasi, laporan merupakan 

kumpulan catatan dan pendataan tentang kegiatan administrasi yang 

berkaitan dengan sediaan farmasi, tenaga kesehatan, dan 
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perlengkapan medis yang diberikan kepada pihak yang 

berkepentingan. Dalam konteks ini, pengelolaan informasi terkait 

pengendalian perbekalan farmasi dapat dilakukan lebih efisien 

dengan menggunakan sistem komputer daripada metode manual. 

Komputer yang digunakan untuk tujuan ini harus dilindungi 

dengan baik dari pencatatan elektronik. Hal ini mencakup langkah- 

langkah yang didokumentasikan untuk memastikan rekaman 

elektronik aman dan rahasia, mencegah perubahan yang tidak sah, 

dan melindunginya dari akses yang tidak berwenang. Selain itu, 

sistem harus memiliki mekanisme cadangan, juga dikenal sebagai 

backup, untuk memastikan bahwa operasi komputerisasi dapat 

berlanjut dalam kasus kegagalan sistem. Semua transaksi yang 

dicatat selama sistem komputer tidak berfungsi harus segera 

dimasukkan ke dalam sistem setelah sistem pulih. Oleh karena itu, 

meskipun penggunaan sistem komputer dalam pelaporan perbekalan 

farmasi dapat meningkatkan efisiensi, tetap diperlukan perlindungan 

yang tepat untuk menjaga integritas data dan kelancaran operasional. 

6. Keuangan 

Kegiatan keuangan mencakup aliran uang masuk dari semua 

penjualan barang dan jasa di apotek, serta aliran uang keluar dari 

berbagai biaya atau pembiayaan hutang dagang dan biaya operasional 

lainnya. Apotek melakukan stock opname setiap tahun untuk 

mengetahui berapa banyak aset obat yang tersisa pada akhir tahun. 
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F. Pelayanan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 

 

1. Pelayanan Resep 

Pengkajian dan pelayanan resep merupakan rangkaian kegiatan 

meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, 

penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, termasuk 

peracikan obat dan penyerahan disertai dengan pemberian informasi. 

a. Tujuan 
 

Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk mengidentifikasi 

masalah terkait obat dan untuk mencegah kesalahan pemberian obat 

(medication error). Kegiatan ini dilakukan untuk setiap resep yang 

diterima, tanpa memperhatikan kriteria pasien tertentu. 

b. Manfaat 

 

Melalui pengakajian dan pelayanan resep, risiko klinis, finansial, 

dan legal dapat diminimalkan. 

c. Pengkajian dan pelayanan resep dilaksanakan oleh apoteker dengan 

bantuan Tenaga Vaksinasi Farmasi (TVF). TVF dapat mendukung 

evaluasi pelayanan resep dengan otoritas terbatas dalam aspek 

administrasi dan farmasi. 

d. Kertas kerja/formulir berisi informasi tentang persyaratan 

administrasi, farmasetik dan klinis. Persyaratan administrasi 

meliputi: 

1) Nama, alamat, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan 

(harus diketahui untuk pasien pediatri, geriatri, kemoterapi, 

gangguan ginjal, epilepsi, gangguan hati dan pasien bedah) dan 

tinggi badan pasien (harus diketahui untuk pasien pediatri, 
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kemoterapi). 

2) Nama, No.SIP/SIPK dokter (khusus resep narkotika), alamat, 

serta paraf, kewenangan klinis dokter, serta akses lain. 

3) Tanggal resep. 

Persyaratan farmasetik meliputi: 

 

1) Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan dan jumlah obat. 

 

2) Stabilitas 

 

3) Aturan dan cara penggunaan. 

 

4) Tidak menuliskan singkatan yang tidak baku. Jika ditemukan 

singkatan yang tidak baku dan tidak dimengerti, klarifikasikan 

dengan dokter penulis resep. 

Persyaratan klinis meliputi: 

1) Ketepatan indikasi, obat, dosis dan waktu/jam penggunaan obat. 

2) Duplikasi pengobatan. 

3) Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD). 

4) Kontraindikasi. 

 

5) Interaksi obat. 

 

e. Pelaksanaan 

 

1) Bersihkan meja dari barang-barang yang tidak diperlukan. 

 

2) Siapkan resep manual atau elektronik. 

 

3) Terima resep resep yang diserahkan ke apotek. 

 

4) Jika resep tidak terbaca, hubungi dokter penulis resep. 

 

5) Periksa kelengkapan administratif berupa identitas pasien (nama, 

usia/tanggal lahir), berat badan (terutama pasien pediatri), tinggi 

badan (pasien kemoterapi), tanggal resep, nama dokter. 
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6) Lakukan pengkajian resep dengan menceklis formulir verifikasi 

resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja. 

7) Berikan tanda ceklis di kolom Ya (jika hasil pengkajian sesuai) 

atau Tidak (jika hasil pengkajian tidak sesuai) pada masing- 

masing hal yang perlu dikaji. 

8) Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis 

resep (hasil konfirmasi dengan dokter dicatat di resep). 

9) Berikan garis merah untuk obat golongan Narkotika dan garis 

biru untuk obat psikotropika. 

10) Informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada 

pasien beli tunai. 

11) Simpan hasil pengkajian resep. 

12) Membuat laporan pengkajian resep setiap bulan. 

f. Evaluasi 

 

Evaluasi pengkajian dan pelayanan resep dilaksanakan setiap 

akhir bulan dengan menilai masalah-masalah yang sering muncul 

untuk dilakukan tindak lanjut dan perbaikan. 

2. Dispensing 

a. Tujuan 

 

Dispensing bertujuan untuk menyiapkan, menyerahkan, dan 

memberikan informasi mengenai obat yang akan diserahkan kepada 

pasien. Dispensing dilakukan setelah evaluasi administratif, 

farmasetik, dan klinis memenuhi kriteria. 

b. Manfaat 

 

1) Menyiapkan obat sesuai dengan tata cara dispensing yang baik; 
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2) Mencegah terjadinya dispencing error; dan 

3) Memastikan penggunaan obat yang rasional. 

c. Pelaksanaan 

1) Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep 

 

2) Menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep; 

 

3) Mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan 

memperhatikan nama obat, tanggal kedaluwarsa dan keadaan 

fisik obat. Lakukan double check kebenaran identitas obat yang 

diracik, terutama jika termasuk obat high alert/LASA. 

4) Melakukan peracikan obat bila diperlukan. Memberikan etiket 

yang berisi tentang informasi tanggal, nama pasien dan aturan 

pakai. Memberikan keterangan “kocok dahulu” pada sediaan 

bentuk suspensi atau emulsi. Memberikan keterangan habiskan 

untuk obat antibiotik 

5) Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk 

obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari 

penggunaan yang salah. 

6) Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan 

pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien. pada 

etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian 

antara penulisan etiket dengan resep). 

7) Memanggil nama dan nomor tunggu pasien dan memeriksa 

ulang identitas dan alamat pasien. 

8) Memastikan 5 tepat yakni, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, 

tepat rute, tepat waktu pemberian. 



23  

9) Memberikan informasi obat mencakup nama obat, dosis, cara 

pakai obat, indikasi, kontra indikasi, efek samping, cara 

penyimpanan obat, stabilitas dan interaksi yang diserahkan 

kepada pasien dan meminta nomor kontak pasien. Jika 

diperlukan pasien dapat diberi konseling obat di ruang konseling. 

10) Menyimpan dan mengarsip resep sesuai dengan ketentuan. 

11) Apoteker membuat catatan pengobatan pasien. Catatan 

pengobatan pasien diutamakan untuk pasien yang diprioritaskan 

mendapatkan pelayanan farmasi klinik (Konseling, PTO) 

contohnya pasien-pasien penyakit kronis. 

d. Evaluasi 
 

1) evaluasi waktu rata-rata dispensing untuk obat jadi dan racikan; 

dan 

2) evaluasi persentase obat yang aktual ter-dispensing (dapat 

menjadi indikator ketersediaan) 

3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

a. Komunikasi 

 

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan 

pemahaman informasi antara individu. Dalam pelayanan farmasi, 

komunikasi yang efisien antara apoteker dan pasien sangat penting 

untuk memastikan pertukaran informasi yang diperlukan dalam 

berbagai tahap perawatan. Interaksi antara apoteker dan pasien 

memungkinkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk 

mengevaluasi kondisi kesehatan pasien dengan lebih efektif. 

Beberapa aspek komunikasi yaitu: 
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1) Mengucapkan salam kepada pasien 

 

2) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sopan 

3) Siap segera dalam melayani pasien 

4) Menjawab pertanyaan yang diajukan dari pasien dengan tepat 

5) Memberikan kesempatan bertanya terhadap pasien 

b. Informasi 

 

Informasi adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan yang dapat memengaruhi pengetahuan dan 

kesadaran individu. Semakin banyak informasi yang dimiliki 

semakin besar pengaruhnya dalam meningkatkan pengetahuan yang 

pada gilirannya dapat membentuk perilaku individu sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam konteks penggunaan obat, 

informasi yang akurat sangat penting karena obat merupakan produk 

yang memerlukan perlindungan bagi penggunanya. Informasi 

penting yang harus disampaikan dalam pelayanan obat mencakup 

dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metode pemberian, 

farmakokinetik, farmakologi, terapi, alternatif pengobatan, efikasi, 

keamanan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi 

obat, stabilitas, ketersediaan, harga, serta sifat fisika dan kimia obat 

tersebut. 

Beberapa aspek informasi yaitu: 

1) Petugas memberikan informasi indikasi obat 

 

2) Petugas memberikan informasi dosis dan pemakaian obat 

 

3) Petugas memberikan informasi efek samping obat 

 

4) Petugas memberikan informasi kontra indikasi obat 
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5) Petugas memberikan informasi tentang pantangan yang 

berpengaruh selama pengobatan 

c. Edukasi 

 

Edukasi adalah proses penyampaian informasi yang 

bertujuan untuk mengubah perilaku individu, kelompok, atau 

masyarakat dalam usaha mempertahankan perilaku sehat dan 

berkontribusi aktif dalam mencapai tingkat kesehatan yang 

optimum. Proses ini menekankan perubahan perilaku menuju yang 

lebih positif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Pendidikan 

kesehatan merupakan kompetensi penting bagi tenaga kesehatan, 

karena peran ini harus diterapkan dalam setiap pelayanan kesehatan 

yang diberikan. Ini mencakup pelayanan kepada individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan 

yang efisien, tenaga kesehatan dapat membimbing dan mendorong 

masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai 

kesehatan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. 

Beberapa aspek edukasi yaitu: 

1) Menjelaskan waktu pakai obat 

 

2) Menjelaskan aktivitas apa saja yang dihindari 

 

3) Menjelaskan mengenai pemakaian obat (harus dihabiskan atau 

tidak) 

4) Mengingatkan pasien punya alergi atau tidak 
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5) Menjelaskan tindakan bila efek samping obat muncul 

6) Menjelaskan penyimpanan obat 

 

4. Pelayanan Obat Tanpa Resep 

Pelayanan obat non-resep adalah layanan bagi pasien yang ingin 

melakukan pengobatan mandiri atau swamedikasi. Obat untuk 

swamedikasi mencakup obat-obatan yang dapat digunakan tanpa resep, 

termasuk obat wajib apotek (OWA), obat bebas terbatas (OBT), dan obat 

bebas (OB). 

Pelayanan obat non-resep adalah layanan penting di apotek 

terkait dengan kemajuan pelayanan farmasi komunitas yang berfokus 

pada asuhan kefarmasian. Pasien menyampaikan keluhan atau gejala 

penyakit apoteker seharusnya dapat menganalisis kondisi pasien 

kemudian memilih alternatif obat atau merujuk ke layanan kesehatan 

lainnya. 

Prosedur pelayanan obat tanpa resep: 

 

a. Petugas apotek mendengarkan dengan baik keluhan/permintaan obat 

dari pasien (nama obat, kekuatan/dosisnya, jenis sediaan, dsb). 

b. Jika obat tersebut merupakan obat yang harus diminum secara teratur 

dan tidak boleh berhenti tanpa konsultasi dengan dokter maka berikan 

sesuai dengan kebutuhan pasien. 

c. Jika nama obat dan informasi lainnya jelas atau detail, maka lakukan 

komunikasi untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai: 

1) Untuk siapa dan mengapa obat tesebut. 
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2) Bagaimana gejala memilih sakit yang dirasakan dan sudah 

berapa lama. 

3) Kapan mulai timbul gejala dan apa yang menjadi pencetusnya. 

4) Apa yang dilakukan untuk mengatasi keluhan. 

 

5) Pengobatan yang sebelumnya telah dilakukan. 

 

6) Obat-obat apa saja yang sedang digunakan. 

 

d. Apotek memastikan kepada pasien apakah obat yang diperlukan 

adalah yang pernah diresepkan oleh dokter, saran dari pihak lain, 

atau informasi yang diperoleh pasien sendiri mengenai obat tersebut 

beserta manfaatnya. 

e. Petugas apotek mengambil keputusan professional dengan memilih 

obat yang rasional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien, 

atau merujuknya kepada dokter atau rumah sakit. 

5. Pelayanan Narkotika dan Psikotropika 

a. Narkotika 

 

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- 

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang 

Narkotika (BPOM, 2021). 
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b. Psikotropika 

 

Psikotropika adalah zat atau Obat, baik alamiah maupun 

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui 

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (BPOM, 2021). 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan 

obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas 

pelayanan kefarmasian, pelayanan obat khususnya obat golongan 

narkotika dan psikotropika diatur sebagai berikut: 

1) Penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian wajib 

bertanggung jawab terhadap penyerahan narkotika, psikotropika 

dan/atau prekursor farmasi. 

2) Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi 

golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan 

berdasarkan resep dokter. 

3) Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika, 

psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib dilakukan 

skrining. 

4) Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; 

tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk 

fotokopi blanko resep. 

5) Resep harus memuat: 

 

a) Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon 
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dokter; 

b) Tanggal penulisan resep; 

 

c) Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat; 

 

d) Aturan pemakaian yang jelas; 

 

e) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien; 

 

f) Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. 

 

6) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian hanya dapat menyerahkan 

Obat kepada pasien. 

7) Dikecualikan selain dapat menyerahkan Obat kepada pasien, 

Apotek juga dapat menyerahkan obat kepada: 

a) Apotek lainnya, 

 

b) Puskesmas, 

 

c) Instalasi Farmasi Rumah Sakit, 

 

d) Instalasi Farmasi Klinik, 

 

e) Dokter, dan 

 

f) Bidan Praktik Mandiri. 

 

8) Penyerahan Obat sebagaimana dimaksud pada poin 7 hanya 

dapat dilakukan apabila terjadi kelangkaan stok di fasilitas 

distribusi dan terjadi kekosongan stok di fasilitas pelayanan 

kefarmasian tersebut. Penyerahan tersebut harus berdasarkan 

surat permintaan tertulis. 

9) Kelangkaan stok yang dimaksud dibuktikan dengan surat 

keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat 

atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat yang 

menyatakan kelangkaan stok tersebut terjadi di seluruh jalur 
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distribusi di Kabupaten/Kota tersebut. 

10) Surat permintaan tertulis yang diterima dalam rangka 

penyerahan obat wajib dilakukan skrining. 

11) Penyerahan obat kepada dokter dan/atau bidan praktik mandiri 

hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

12) Penyerahan obat kepada dokter harus berdasarkan surat 

permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter dan dalam 

jumlah yang terbatas sesuai peruntukan. 

13) Penyerahan obat kepada bidan praktik mandiri hanya yang 

diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, 

penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan 

penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru 

lahir. 

14) Penyerahan obat harus berdasarkan surat pesanan kebutuhan 

obat dengan menggunakan contoh yang ditandatangani oleh 

Bidan yang bersangkutan dan dalam jumlah yang terbatas sesuai 

peruntukan. 

15) Penyerahan obat hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, 

termasuk dalam bentuk racikan obat. 

16) Resep obat dengan permintaan iter dilarang diserahkan 

sekaligus. 

17) Penggunaan resep dalam bentuk elektronik di dalam penyerahan 

obat di instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi rumah sakit dan 

puskesmas diperbolehkan dengan ketentuan: 
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a) Pelayanan resep elektronik hanya dapat diselenggarakan oleh 

sarana yang mengeluarkan resep elektronik tersebut; 

b) Tersedia sistem dokumentasi yang baik sehingga resep 

elektronik mampu telusur dan dapat ditunjukkan pada saat 

diperlukan. 

18) Salinan resep adalah salinan yang dibuat dan ditandatangani 

oleh apoteker menggunakan blanko salinan resep dan bukan 

berupa fotokopi dari resep asli. Salinan resep selain memuat 

semua keterangan yang terdapat dalam resep asli, harus memuat 

pula: 

a) Nama, alamat, dan nomor surat izin sarana; 

 

b) Nama dan nomor Surat Izin Praktek Apoteker; 

 

c) Tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan; tanda 

 

nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan; 

 

d) Nomor resep dan tanggal pembuatan; 

 

e) Stempel sarana. 

 

19) Resep dan/atau surat permintaan tertulis harus mampu telusur 

dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. 

20) Resep dan/atau surat permintaan tertulis disimpan sekurang- 

kurangnya selama 5 (lima) tahun berdasarkan urutan tanggal dan 

nomor urutan penerimaan resep. 

21) Resep dan/atau surat permintaan tertulis yang telah disimpan 

melebihi 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. 
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22) Pemusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau dengan 

cara lain yang sesuai oleh Apoteker Penanggung Jawab dan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya seorang petugas fasilitas 

pelayanan kefarmasian. 

23) Pada pemusnahan resep, harus dibuat Berita Acara Pemusnahan. 

 

24) Pemusnahan resep wajib dilaporkan dengan melampirkan Berita 

Acara Pemusnahan kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat dan tembusan Kepala Balai Pengawas 

Obat dan Makanan setempat. 

Resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada tulisan 

atau tanda iter (iterasi) yang berarti dapat diulang, m.i (mihi ipsi) 

yang berarti untuk dipakai sendiri, atau u.c (usus cognitus) yang 

berarti pemakainnya diketahui. Resep yang mengandung narkotik 

tidak boleh diulang, tetapi harus dengan resep baru. Resep – resep 

yang mengandung narkotik harus disimpan terpisah dari resep 

lainnya. 

G. Perpajakan 

Macam-macam pajak yang dikenakan di Apotek antara lain: 

 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

 

PPh adalah pajak atas upah, gaji, tip, tunjangan dan penghasilan 

lain yang dibayarkan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi yang dikenakan pajak dalam negeri. 
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Besarnya PPh yang dihitung berdasarkan penghasilan bersih 

dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pendapatan bersih 

adalah pendapatan setelah dikurangi tunjangan jabatan sebesar 5% 

dari pendapatan kotor dan paling banyak Rp. 500.000,00 per bulan. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN, PPN merupakan pajak tidak 

langsung, pajak terhutang dihitung atas pertambahan nilai yang ada. 

Dalam metode ini, PPN dihitung dari selisih pajak pengeluaran dan 

pajak pemasukan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu : Sebesar 11% 

(Sebelas Persen) yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan 

atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan di 

Indonesia. PBB merupakan salah satu pajak daerah yang penting 

sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai 

pembangunan dan pelayanan publik. 

4. Pajak Reklame 

 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
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dirasakan, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dan bervariasi antar daerah. Tarif tersebut dihitung 

sebagai persentase dari Nilai Sewa Reklame. 

5. Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran (PPN PE) 
 

Pedagang eceran dikenakan PPN sebesar 10% atas penyerahan 

barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran kepada 

pembeli. Pedagang eceran adalah orang yang melakukan penjualan 

barang secara langsung kepada pemakai akhir untuk dipergunakan 

sendiri atau untuk diperdagangkan kembali tanpa melakukan 

pengolahan lebih lanjut. 

6. Pajak Barang Inventaris 

 

Pajak Barang Inventaris sebenarnya bukan merupakan istilah 

resmi dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, barang inventaris 

dapat terlibat dalam berbagai jenis pajak berdasarkan aktivitas atau 

kejadian tertentu. 
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